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ABSTRACT

The phenomenon of beggars, homeless individuals, and displaced persons (PGOT)
remains a complex social issue in Tegal City. The Tegal City Government has enacted
Regional Regulation Number 9 of 2018 concerning the Maintenance of Public Order and
Community Tranquility as the legal foundation for addressing PGOT-related problems. This
study aims to analyze the government’s coordination in implementing the regulation using
Leonard D. White’s coordination theory, which includes four key indicators:
communication, division of tasks, leadership, and supervision. The research employs a
descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, documentation, and
observation.

The findings indicate that inter-agency coordination has been functionally
established but has not yet operated in a systematic and sustainable manner. Communication
remains informal, task distribution among agencies lacks integrated technical SOPs,
leadership does not extend to operational implementation in the field, and supervision fails
to include post-rehabilitation monitoring.

The study concludes that although the number of PGOT cases declined between 2019
and 2023, it increased again in 2024 due to weak oversight and inter-regional coordination.
Strengthening inter-agency coordination is essential to ensure the long-term effectiveness of
the regulation’s implementation.

Keywords: Coordination, PGOT (Beggars, Homeless, and Neglected Persons), Regional
Regulation Number 9 of 2018, Tegal City
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A. PENDAHULUAN

Pengemis, Gelandangan, dan Orang
Terlantar (PGOT) termasuk  dalam
permasalahan sosial yang merupakan
tanggung jawab negara atau pemerintah.
Seperti yang tertera dalam Undang-Undang
Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) yang
berbunyi “Setiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan”. Serta Pasal 34 dengan bunyi
“Fakir miskin dan anak-anak terlantar
dipelihara oleh negara”. Berdasarkan hal
tersebut, pemerintah memiliki kewajiban
untuk  mengurus dan  memberikan
penghidupan yang layak kepada para
PGOT.

Sebagai daerah yang otonom, Kota
Tegal memiliki  kewenangan  untuk
membuat peraturan atau kebijakan yang
sesuai dengan kondisi lapangan. Kota Tegal
juga memiliki permasalahan terkait
pelanggaran ketertiban di masyarakat, salah
satunya adalah permasalahan PGOT.
Permasalahan tersebut menjadi urusan
wajib bagi Pemerintah Kota Tegal untuk
menyelenggarakan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat. Sebagai upaya
pelaksanaan  urusan  wajib  tersebut,
Walikota bersama dengan DPRD Kota
Tegal mengesahkan Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan

Ketenteraman Sosial.

Perda tersebut disahkan sebagai bentuk
komitmen hukum dalam menata ruang
publik dan mengatasi berbagai bentuk
gangguan sosial. Perda ini mengatur secara
rinci tentang larangan dan sanksi terhadap
aktivitas yang dinilai  mengganggu
ketertiban, seperti mengamen, mengemis,
berjualan di tempat yang tidak semestinya,
serta aktivitas pengemis, gelandangan, dan
orang terlantar (PGOT) di ruang publik.

Fenomena PGOT memberikan dampak
pada estetika kota, aspek sosial, ekonomi,
dan keamanan. Dilansir oleh
Panturapost.com, Kota Tegal justru
menjadi salah satu tempat tujuan PGOT
karena dianggap lebih maju dibandingkan
dengan daerah sekitar pantura barat
lainnya. Berdasarkan penelitian terdahulu
oleh Achmad Jaelani (2023) terdapat
setidaknya 54 PGOT yang masih sering
terlihat berkeliaran di jalanan Kota Tegal.
fenomena PGOT

dipengaruhi oleh berbagai macam faktor,

Maraknya

salah satunya adalah kemiskinan. Tidak
sedikit dari para PGOT merupakan
pendatang dari desa atau daerah yang lebih
kecil untuk mengadu nasib di perkotaan.
Tetapi tidak sedikit dari perantau tersebut
kesulitan mencari pekerjaan di kota karena
minimnya tingkat pendidikan dan kualitas
sumber daya manusia. Selain tingkat

pendidikan dan sumber daya manusia,



kondisi ekonomi juga turut menjadi salah
satu faktor utama peningkatan angka
PGOT, berdasarkan data dari Badan Pusat
Statistik tingkat kemiskinan di Kota Tegal
pada tahun 2023 mencapai 7,68%.
Kemudian, berdasarkan data yang
diperoleh dari Dinas Sosial Kota Tegal,
didapatkan angka jumlah PGOT dari tahun
2018-2022 pada tabel 1.1 berikut ini.
Tabel 1. 1 Jumlah PGOT Tahun 2018-

2022
No. Tahun Jumiah
PGOT

1. 2018 555
2. 2019 217
3. 2020 158
4. 2021 100
5. 2022 79

Sumber: Dinas Sosial Kota Tegal

Berdasarkan data dari penelitian
terdahulu dan data tertulis dari Dinas
Sosial, memperlihatkan bahwa penegakan
Perda belum sepenuhnya efektif dan masih
memiliki hambatan dan tantangan dalam
pelaksanaannya. Hal ini menimbulkan
pertanyaan terkait efektivitas pelaksanaan
perda tersebut. Dalam konteks ini,
perhatian utama bukan hanya pada
keberhasilan  hasil akhir penanganan
PGOT, tetapi pada bagaimana proses
koordinasi antar instansi  pemerintah

berlangsung dalam menegakkan peraturan

ini. Oleh karena itu, fokus utama dalam
penelitian  ini  adalah  menganalisis
koordinasi Pemerintah Kota Tegal dalam
penanganan PGOT berdasarkan Peraturan

Daerah Nomor 9 Tahun 2018.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain
penelitian  kualitatif ~ deskriptif  yang
bertujuan untuk menggambarkan proses
koordinasi, interaksi, dan hambatan yang di
alami antar instansi di lapangan.

Lokasi penelitian mencakup Kantor
Satpol PP, Dinas Sosial, dan Rumah
Singgah “Asa Bahari” Kota Tegal. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui
wawancara mendalam, observasi langsung,
dan studi dokumentasi. Analisis data
dilakukan secara tematik berdasarkan teori
koordinasi White yang mencakup empat
indikator, yaitu komunikasi, pembagian
tugas, kepemimpinan, dan pengawasan.

Adapun sumber data yang digunakan
peneliti meliputi data primer dan data
sekunder. Data primer ini diperoleh dari

wawancara langsung dengan responden.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dimulai dengan penjelasan
terkait proses koordinasi yang dimulai dari
analisis tipe koordinasi. pada analisis ini
akan terbagi menjadi dua, yaitu koordinasi
horizontal.

vertikal dan  koordinasi

Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan



dengan analisis proses  kolaborasi,
menggunakan empat poin analisis yaitu
komunikasi, pembagian kerja,
kepemimpinan, dan pengawasan. Setelah
pembahasan analisis, selanjutnya akan
membahas tentang faktor penghambat
keberlangsungan koordinasi.

Koordinasi merupakan sebuah kegiatan
penyesuaian diri dari masing-masing
bagian dalam suatu organisasi, serta usaha
untuk menggerakkan dan mengoperasikan
bagian-bagian tersebut pada waktu yang
tepat. Tujuannya agar setiap bagian dapat
memberikan kontribusi maksimal terhadap
keseluruhan hasil organisasi. Seperti yang
dikatakan oleh White:

“coordination is the adjustment of the
parts to each other, and of the movement
and operation of parts in time so that each
can make it's maximum contribution to the
product of the whole. (White, 1995)

Koordinasi vertikal dalam pelaksanaan
Perda No. 9 Tahun 2018 di Kota Tegal
dilakukan antara Walikota sebagai
pemegang kekuasaan tertinggi daerah
dengan instansi pelaksana di bawahnya,
yakni Satpol PP, Dinas Sosial, dan Rumah
Singgah “Asa Bahari”.

Namun, koordinasi ini belum berjalan
optimal karena arahan dari pimpinan
cenderung normatif dan belum menyentuh
pelaksanaan teknis di lapangan. Peran
Walikota terbatas pada pembinaan

administratif, bukan pengawasan langsung

terhadap operasional penanganan PGOT.

Koordinasi horizontal dilakukan antara
instansi setingkat, yaitu Satpol PP, Dinas
Sosial, dan Rumah Singgah. Koordinasi ini
bersifat fungsional dalam artian masing-
masing instansi  sudah  menjalankan
perannya:

« Satpol PP melakukan penertiban,

e Dinas Sosial menangani
rehabilitasi,
e Rumah Singgah  menyediakan

tempat penampungan.

Kemudian, pembahasan analisis proses
koordinasi akan dilakukan menggunakan
empat indikator, yaitu komunikasi,
pembagian Kkerja, kepemimpinan, dan
pengawasan.

1) Komunikasi

Komunikasi menjadi salah satu
bagian penting dalam keberlangsungan
koordinasi. Komunikasi diperlukan
untuk memastikan bahwa instansi
terkait dapat melaksanakan tugas dan
wewenang sesuai dengan fungsinya
masing-masing, tidak ada tumpang
tindih wewenang atau tindakan saling
lempar tanggung jawab.

Dalam penelitian ini, komunikasi
antar instansi yang dilakukan oleh
Satpol PP dan Dinas Sosial belum
memiliki platform atau media formal
khusus seperti website yang digunakan
untuk berkomunikasi satu sama lain.

Sejauh ini, jika Satpol PP menjaring



penyandang PGOT saat patroli
berlangsung maka akan menghubungi
Dinas Sosial melalui pesan atau telepon
via aplikasi Whatsapp. Penggunaan
aplikasi ini dinilai lebih ringkas dan
memudahkan kedua instansi untuk
saling berkomunikasi.

Seperti yang dikatakan oleh
Saefuddin  Helmi, selaku Kepala
Bidang Ketenteraman dan Ketertiban

Umum Satuan Polisi Pamong Praja:

“Belum ada forum khusus yang
menjadi tempat diskusi dan
koordinasi dalam penanganan
PGOT yang lebih komprehensif
dan berkelanjutan, sementara
koordinasi bersifat non formal
melalui komunikasi

telepon/Whatsapp”

Hal ini juga dikatakan oleh Reza
Yuswan, selaku  Staf  Bidang

Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial:

“Sejauh ini komunikasi yang
dilakukan oleh Satpol PP dan
Dinas Sosial masih berbentuk
chat/telepon melalui aplikasi
Whatsapp. Jika Satpol
menjaring penyandang PGOT
pada saat patroli, mereka akan
memberi kabar kepada Dinas

Sosial  melalui  Whatsapp

setelah membawa penyandang
PGOT ke Rumah Singgah”

Berdasarkan  pandangan  White
(1995) Komunikasi perlu dilakukan
secara formal dan tertata dan sejalur
dengan struktur hierarkis organisasi.
Diperlukan adanya dokumentasi atau
komunikasi tertulis untuk menjaga
akuntabilitas dan memastikan tanggung
jawab masing-masing aktor secara
jelas.

2) Pembagian Kerja

Dalam penelitian ini, Satpol PP
memiliki tugas dan wewenang untuk
melaksanakan penertiban umum dan
menjaga ketenteraman masyarakat.
Permasalahan PGOT menjadi salah satu
lingkup penertibannya karena masuk ke
dalam tertib sosial sesuai dengan
kategori perda. Satpol PP
melaksanakan tugasnya  dengan
melakukan patroli harian yang terbagi
menjadi tiga sesi dalam satu hari.
Seperti yang dikatakan oleh Saefuddin
Helmi, selaku Kepala Bidang
Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Satuan Polisi Pamong Praja:

“Kami  sebagai Satpol PP
berusaha  melakukan  tugas
dengan sebaik mungkin dengan
memberikan komitmen berupa

pelaksanaan patroli harian yang



dilakukan setiap hari selama 24
jam. Untuk mendukung kegiatan
tersebut, kami juga merekrut
paling banyak personil pada
tahun 2020

Satpol PP melaksanakan patroli
harian sebagai agenda utama penegakan
perda, jika mendapati adanya PGOT
saat patroli maka akan diserahkan
kepada Dinas Sosial melalui perantara
Rumah Singgah.

Selanjutnya, Dinas Sosial sebagai
instansi  yang  bertugas  untuk
memberikan  penanganan lanjutan
berupa pelayanan kepada penyandang
PPKS. Dalam hal ini, permasalahan
PGOT masuk ke dalam Kkategori
penyandang PPKS. Rumah Singgah
berada di bawah naungan Dinas Sosial,
menjadikan segala urusan administrasi
masih dipegang oleh Dinas Sosial.
Dalam hal ini, Dinas Sosial mengatur
sebagian besar operasionalisasi Rumah
Singgah. Dinas Sosial bertanggung
jawab atas pelayanan-pelayanan yang
ada di Rumah Singgah. Dinas Sosial
sudah melakukan tugas dan fungsi yang
sesuai dengan keahliannya, terutama
pada bidang rehabilitasi.

Kemudian dalam pelaksanaan
koordinasi ini, Rumah Singgah menjadi

tempat utama dalam pelaksanaan

penanganan  permasalahan PGOT.
Rumah Singgah “Asa Bahari” mulai
didirikan pada tahun 2018 dengan
merenovasi bangunan Sekolah Dasar
Cabawan 1 dan diresmikan pada tahun
2019. Tetapi Rumah Singgah baru
mulai beroperasi pada tahun 2020
karena pada tahun tersebut Dinas Sosial
baru merekrut pegawai baru untuk
ditugaskan di Rumah Singgah. Dalam
pelaksanaan koordinasi, Rumah
Singgah  menjadi  tempat utama
penampungan hasil patroli Satpol PP
dan hasil laporan keluhan masyarakat
terkait permasalahan PGOT.

Berdasarkan penjelasan tersebut
tugas pokok masing-masing instansi
telah teridentifikasi. Namun, dalam
praktiknya  belum ada  standar
operasional prosedur (SOP) yang
terintegrasi antar instansi. Sehingga
masing-masing instansi bekerja sesuai
dengan SOP individu dinas, tidak ada
SOP yang mengatur terkait koordinasi
atau kerja sama yang dilakukan antar
kedua instansi tersebut.
3) Kepemimpinan

Pemimpin memiliki posisi krusial
dalam pelaksanaan koordinasi. Dalam
penelitian ini, kepemimpinan dipegang
oleh  Walikota  sebagai  fungsi
administratif tertinggi. Menurut White
(1995) kepemimpinan diperlukan untuk

memberikan arahan, memimpin



koordinasi, dan mengontrol jalannya
organisasi pemerintahan. Pemimpin
harus memiliki sifat yang rasional dan
terstruktur.

Dalam pelaksanaan koordinasi ini,
Walikota berperan sebagai perumus
kebijakan dengan menerbitkan
dokumen-dokumen resmi seperti Perda,
SK, atau SOP kepada unit yang berada
di bawahnya. Walikota melaksanakan
tugasnya dengan memberikan arahan
secara top-down menggunakan
dokumen atau surat resmi, tidak
mengarahkan secara langsung di
lapangan.

Walikota melakukan perannya
dengan mengatur unit di bawahnya
secara terpusat. Pada penelitian ini,
Walikota memiliki posisi dan fungsi
sebagai pemimpin arah kebijakan
bukan sebagai koordinator lapangan.
Karena posisi Walikota adalah pembuat
dan penentu arah kebijakan. Walikota
melakukan tugasnya dengan
menentukan arah kebijakan yang
memadukan aspek penertiban dengan
rehabilitasi sosial.

4) Pengawasan

Fungsi  pengawasan  dilakukan
untuk memastikan bahwa seluruh unit
organisasi  bekerja sesuai dengan
peraturan dan standar administratif
yang berlaku. Dalam penelitian ini,

Walikota menjadi pengawas dalam

pelaksanaan koordinasi untuk melihat
bagaimana kinerja Satpol PP dan Dinas
Sosial dalam melaksanakan tugasnya
terkait penertiban dan penanganan
PGOT di Kota Tegal.

Berdasarkan data yang diperoleh,
setiap instansi melakukan pelaporan
berbentuk dokumen statistik atau tabel
rincian yang berisi hasil kegiatan
masing-masing dinas. Setidaknya setiap
bulan masing-masing dinas memiliki
catatan dan rekap kegiatan yang telah
dilakukan untuk nantinya dilaporkan
kepada Walikota. Laporan-laporan ini
berfungsi untuk melihat jumlah PGOT
yang sudah ditangani agar dapat
dibandingkan dengan target yang telah
ditentukan. Hal ini juga penting untuk
melihat persentase PGOT yang tidak
lagi kembali ke jalan setelah menjalani
rehabilitasi. Sehingga dengan adanya
laporan-laporan tersebut dapat melihat
hasil dari koordinasi yang telah
dijalankan dan membantu Walikota
untuk membuat kebijakan-kebijakan
pendukung lainnya.

Namun, belum ada  sistem
monitoring pasca rehabilitasi yang
memastikan PGOT tidak kembali ke
jalan. Dinas Sosial tidak memiliki data
lanjutan yang menelusuri keberlanjutan
hidup eks-PGOT. Hal ini menunjukkan
bahwa fungsi pengawasan belum

berjalan secara berkelanjutan dan hanya



berfokus pada pelaporan administratif.

5) Dampak Pelaksanaan Koordinasi

Pelaksanaan  koordinasi  antar
instansi pemerintah Kota Tegal (Satpol
PP, Dinas Sosial, dan Rumah Singgah)
memberikan ~ dampak  sementara
terhadap penurunan angka PGOT.
Jumlah angka PGOT tahun 2018-2024

dapat dilihat pada tabel 1.2
Tabel 1. 2 Angka PGOT Tahun 2018-

2024
No. Tahun Jumlah
1. 2018 555
2. 2019 217
3. 2020 158
4. 2021 100
5. 2022 79
6. 2023 35
7. 2024 118

Sumber: Dinas Sosial Kota Tegal

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat
adanya penurunan yang cukup
signifikan dari tahun ke tahun. Pada
tahun 2019-2023 terlihat angka PGOT
Kota Tegal menurun secara signifikan,
hal ini menandakan bahwa koordinasi
yang dilakukan pada tahun tersebut
mengalami keberhasilan. Namun, pada
tahun 2024 angka PGOT di Kota Tegal

kembali meningkat.

Peningkatan ini dapat diakibatkan

oleh beberapa macam faktor, seperti
belum adanya kebijakan penanganan
berkelanjutan dari Dinas Sosial.
Penanganan yang bersifat sementara
mengakibatkan tidak sedikit dari eks-
PGOT yang turun kembali ke jalanan.
Tidak ada  sistem  monitoring
berkelanjutan terhadap PGOT yang
telah direhabilitasi, dan belum adanya
koordinasi antar wilayah.

6) Tantangan dan Hambatan

Pada penelitian ini, instansi terkait
juga memiliki beberapa tantangan dan
hambatan dalam menyokong proses
koordinasi, seperti Rumah Singgah
yang masih memiliki tantangan terkait
kurangnya prasarana dan sumber daya
manusia atau SDM. Terbatasnya
prasarana dan SDM yang dimiliki turut
mempengaruhi kualitas pelayanan yang
diberikan oleh Rumah Singgah menjadi
kurang maksimal.

Selain itu, Kota Tegal juga masih
memiliki tantangan berupa kurangnya
kesadaran masyarakat tentang larangan
memberi uang atau barang kepada
penyandang PGOT. Tidak sedikit dari
masyarakat Kota  Tegal yang
memberikan uang atau barang kepada
penyandang PGOT di jalanan. Hal ini
menjadikan penyandang PGOT sulit
menurun karena mereka merasakan
kemudahan dalam mencari uang.

Diperlukan adanya partisipasi



masyarakat dengan tidak memberikan
uang atau barang kepada penyandang
PGOT. Hal ini dilakukan untuk
mengurangi  jumlah PGOT vyang
berkeliaran dan menjadikan kegiatan
mengemis dan mengamen sebagai
pekerjaan utama.

Kemudian, Kota Tegal masih belum
mengajak atau melakukan kerja sama
kolaborasi dengan Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) atau pihak swasta
lain untuk ikut andil dalam penanganan
PGOT. Adanya kolaborasi dapat
digunakan untuk meningkatkan
penanganan PGOT di Kota Tegal,
seperti contohnya adalah dengan
melaksanakan ~ Corporate  Social
Responsibility (CSR) yang dapat
memberikan manfaat berkelanjutan

bagi masyarakat.

D. KESIMPULAN

Pelaksanaan koordinasi vertikal yang
dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal
sudah dilaksanakan dengan cukup baik,
dalam hal ini Walikota memberikan arahan
secara terstruktur dan formal. Selanjutnya,
koordinasi horizontal juga sudah dilakukan
dengan cukup baik oleh kedua instansi,
yaitu Satpol PP dan Dinas Sosial. Satpol PP
memiliki tugas untuk menertibkan di
lapangan dan Dinas Sosial bertugas untuk
memberikan pelayanan terkait penanganan

PGOT. Komunikasi yang dilakukan antar

instansi masih bersifat informal melalui
pesan dan telepon via Whatsapp. Sehingga
komunikasi belum dilakukan secara formal,
terstruktur, dan tidak terdokumentasi secara
sistemik.

Dalam pembagian kerja antar instansi,
Dinas Sosial dan Satpol PP sudah
melakukan tugasnya masing-masing sesuai
dengan arahan Walikota sebagai pemimpin.
Satpol PP bertugas untuk menertibkan
lapangan dan Dinas Sosial bertugas untuk
memberikan layanan rehabilitasi lanjutan
terhadap penyandang PGOT melalui
perantara Rumah  Singgah. Namun,
pelaksanaan di lapangan belum ditunjang
oleh SOP yang terintegrasi. Hal ini
mengakibatkan pelaksanaan penanganan
PGOT bersifat interpretatif, tanpa pedoman
yang seragam dan berstandar.

Dalam peran kepemimpinan, Walikota
melakukan tugasnya sebagai perumus
kebijakan dengan menerbitkan dokumen-
dokumen resmi seperti Perda, SK, atau SOP
kepada unit yang berada di bawahnya.
Namun, kepemimpinan dalam aspek
operasional masih lemah karena kurangnya
petunjuk teknis dari pimpinan kepada
pelaksana lapangan. Koordinasi lebih
banyak terjadi di level teknis antar
perangkat daerah tanpa kontrol langsung
dari pimpinan. Kemudian untuk bagian
pengawasan, hanya berjalan dalam bentuk
pelaporan kegiatan rutin dan belum

mencakup monitoring pasca rehabilitasi.



Tidak adanya sistem pelacakan

keberlanjutan pasca intervensi

menyebabkan  sulitnya  mengevaluasi
efektivitas jangka panjang penanganan
PGOT.

Berdasarkan hasil tersebut, koordinasi
yang dilakukan oleh Pemerintah Kota
Tegal dalam pelaksanaan penertiban dan
penanganan permasalahan PGOT dapat
dikatakan belum terpenuhi secara optimal.
Koordinasi berjalan fungsional namun
belum sistemik, tidak ditunjang SOP yang
terintegrasi, belum menggunakan sistem
pelaporan digital, dan belum memiliki
mekanisme evaluasi lintas instansi yang

berkelanjutan.

E. SARAN

Adapun saran yang dapat peneliti

sampaikan terkait dengan penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1) Pemerintah  Kota  Tegal perlu
mengembangkan sistem informasi dan
komunikasi digital terpadu antar
instansi untuk mempercepat

dokumentasi alur koordinasi.

2) Penyusunan SOP Teknis Penanganan
PGOT lintas sektor yang mengatur
prosedur pelimpahan, waktu

penanganan, rehabilitasi, dan
pelaporan PGOT agar pelaksanaannya
lebih terstandar.

3) Pengembangan Sistem Monitoring
Pasca rehabilitasi, Dinas Sosial dapat

membentuk tim pemantauan khusus

untuk menelusuri keberlanjutan eks-
PGOT setelah masa rehabilitasi serta
menyusun sistem evaluasi berbasis
data.

4) Pemerintah  Kota  Tegal perlu
mengadakan sosialisasi dan edukasi
kepada masyarakat terkait larangan
memberikan barang atau uang kepada
PGOT agar masyarakat memahami
larangan dan sanksi yang dikeluarkan
oleh Pemerintah Kota Tegal.

5) Diperlukan adanya prioritas dalam
pembangunan sarana dan prasarana
pelayanan PGOT seperti pelayanan
rehabilitasi berbasis komunitas dan
pembangunan panti jompo sebagai
bentuk upaya penanganan yang lebih
berkelanjutan.

6) Diperlukan adanya kolaborasi dengan
NGO/LSM atau pihak swasta lain
seperti melaksanakan kegiatan

Corporate Social Responsibility (CSR)

untuk menunjang penanganan

permasalahan PGOT vyang lebih
komprehensif dengan menjalin
kemitraan dengan pihak-pihak lain.

7) Untuk peneliti selanjutnya, disarankan
untuk melakukan penelitian yang lebih
komprehensif  seperti  penanganan

pasca rehabilitasi yang dilakukan oleh

instansi-instansi terkait atau

pelaksanaan koordinasi antar daerah.
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